BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI GRESIK,

: a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur pemberian
tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dengan
Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa
Bhakti 2014-2019;

bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
disebutkan bahwa penganggaran penyelenggaraan
jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan



Mengingat

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan;

bahwa dengan memperhatikan faktor kelayakan rumah
dinas untuk Pimpinan DPRD, perlu melakukan
penyesuaian terhadap tunjangan perumahan pimpinan
dengan mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran
Pemerintah Kabupaten Gresik;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa
Bhakti 2014-2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4456);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gresik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana beberapakali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);



Menetapkan

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 255);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah
keduakalinyan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-
Undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2012 Nomor 2);

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2014 Tentang
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa
Bhakti 2014 - 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2014 Nomor 752);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2014-2019.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor
26 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kesejahteraan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2014 - 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2014 Nomor 752) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya
diberikan tunjangan  jaminan pemeliharaan
kesehatan.

(2) Tunjangan  jaminan  pemeliharaan  kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Sistem Jaminan Kesehatan

Nasional.

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga

keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Memberikan tunjangan perumahan kepada :
a. Pimpinan DPRD; dan
b. Anggota DPRD.
(2) Besaran tunjangan perumahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk :
a. Pimpinan DPRD sebesar Rp9.500.000 (sembilan
juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
b. Anggota DPRD sebesar Rp8.000.000 (delapan
juta rupiah) per orang per bulan.
(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk uang termasuk
Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) dan dibayarkan

setiap bulan.



(4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan dalam hal Pemerintah
Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan

Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui,

pengundangan Peraturan Bupati

memerintahkan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 26 Pebruari 2015

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 26 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,
Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 370



